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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang 

Kekerasan Anak, maka penyusun menyimpulkan bahwa: 

1. Dasar Hukum Kekerasan terhadap Anak oleh orang Tua dalam 

Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif 

a. Dasar hukum kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum 

islam  

 Hukum islam menggunakan dasar hukum sebagai pedoman hidup dari Al-

Quran dan hadits. Dasar hukum ini tercantum dalam: 

 Surah Al-Baqarah ayat 233 

 Surah Ath-Thalaq ayat 7 

 Surah An-Nissa ayat 9 

 Surah An-Nissa ayat 15 

 Surah Al- Isra ayat 31 

 Surah Al-Maidah ayat 45 

 Surah Al-An’am ayat 151 

 Surah Al-Baqarah ayat 178 

Tindak pidana pembunuhan mendapat hukuman di dunia setimpal dengan 

perbuatan yang mereka lakukan. Bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja 

bukan karena alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka hukumannya 
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adalah qisas (hukum bunuh), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

pada surah Al-Baqarah [2]: 178. Jarimah al hudud, berarti tindak kejahatan 

yang menjadikan  pelakunya dikenakan sanksi had, jarimah ta’zir, adalah 

suatu jarimah yang hukumannya diserahkan terhadap hakim atau penguasa.  

Kendatipun hukum Islam tegas dalam menetapkan hukuman bagi pelaku 

kejahatan, yaitu imbalan setimpal atas perbuatannya, namum Islam tetap 

menjaga dan menghormati hak orang lain, jika mereka menyadari 

kesalahannya dan bertaubat maka penegak hukum dapat mengambil 

hukuman lain yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Karena tujuan 

dijatuhkannya hukuman adalah efek jera bagi pelaku. Karena tujuan 

dijatuhkannya hukuman adalah untuk kemaslahatan umat manusia. 

a. Dasar Hukum Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Positif 

Dalam hukum pidana positif, menggunakan dasar hukum Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: 

 Dalam Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak 

 Dalam 289 tentang kekerasan seksual  

 Dalam ketentuan pasal 82 jo. Pasal 76 E Undang-undang nomor 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

 Dalam ketentuan pasal 77 jo Pasal 76 A Undang-undang nomor 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

 Dalam ketentuan pasal 77 A jo. Pasal 45 A Undang-undang nomor 

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  



61 

 

 

Kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam Hukum Pidana 

Positif memiliki dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai kitab dasar tindak pidana kekerasan di 

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah 

diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

2. Kekerasan terhadap orang Tua dalam Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Pidana Positif 

a. Kekerasan terhadap Anak oleh orang Tua dalam Hukum Islam 

Dalam Hukum Islam ada beberapa tindakan yang dianggap kekerasan 

terhadap anak. Tindakan-tindakan ini antara lain:  

 Kekerasan fisik 

 Kekerasan non fisik 

 Pelecehan seksual (berzina) 

 Perdagangan orang bisa termasuk jarimah hudud 

 Kekerasan ekonomi 

b.Kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana positif 

Dalam hukum pidana positif ada beberapa tindakan kekerasan 

terhadap anak. Tindakan-tindakan ini antara lain: 

 Kekerasan seksual 

 Penelantaran anak 

 kekerasan fisik 

 kekerasan emmosional atau psikologi 
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 perdagangan anak 

 Kekerasan ekonomi 

 Kekerasan psikis 

 

3. Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif dalam 

Kekerasan Anak oleh Orang Tua 

Berdasarkan kajian di atas, dapat dibandingkan bahwa Hukum Islam 

dan Hukum Pidana Positif memiliki instrumen hukum yang berbeda dan 

memiliki kelebihannya masing-masing. Hukum-Hukum tersebut memiliki 

cara pemberian sanksi yang berbeda berdasarkan instrumen hukum atau 

dasar hukum dari kedua hukum tersebut. 

B. Saran 

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yakni 

melalui kajian teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki 

pembahasan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga disebut dengan 

penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat-pendapat Imam Syafi’i 

sesuai dengan hukum Islam dan pendapat para pakar hukum pidana positif. 

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendapatkan informasi tambahan terkait sanksi yang berlaku dalam 

hukum Islam dan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan 

terhadap anak kandungannya sendiri, agar bisa direnungkan, serta 

ditularkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Bagi para penegak 

hukum: kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga negara lainnya 
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yang memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip 

hukum pidana agar sesuai dengan tujuan hukum dan menciptakan tatanan 

hukum yang baik. Lembaga negara yang berwenang menyusun naskah 

Undang-Undang diharapkan lebih membertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan hukum pidana, baik dari berat ringannya sanksi maupun 

antara pelaku dan korban. 

2. Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi, oleh karnanya 

peningkat kewaspadaan bagi masyarakat luas harus ditingkatkan agar tidak 

terjadi perbuatan kekerasan terhadap anak disekitar kita. Terlebih 

kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya atas sebab-

sebab tertentu. 

3. Dalam perbandingan hukum Islam dan hukum pidana positif dalam 

kekerasan anak terdapat sanksi yang diatur dalam Al-Quran dan hadits 

serta sanksi dalam hukum pidana positif sanksi yang sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

dengan adanya sanksi tersebut semoga para pelaku jera. 

Adapun maksud penyusun bagi pembaca agar mendapatkan 

informasi tambahan terkait sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan 

kekerasan terhadap anak kandungannya sendiri. Dan dapat 

diinterpretasikan, direnungkan, serta ditularkan kepada orang lain agar 

lebih bermanfaat. 
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